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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan yang panjang, maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu 

1. Pembubaran Ormas dalam Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam 

UU Nomor 8 Tahun 1985, UU Nomor 18 Tahun 2013, dan yang terbaru 

Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 

Tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 Ormas dapat dibubarkan 

secara sepihak oleh Pemerintah. Adapun dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 

Ormas hanya dapat dibubarkan, apabila sudah ada Putusan Pengadilan 

yang telah berkekuatan tetap tentang perkara tersebut. Dalam Undang-

Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 

2017 Pemerintah juga diberi wewenang secara sepihak untuk 

membubarkan Ormas, Pasal 62 ayat (2) Perppu ini Menteri dan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat 

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pencabutan 

status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 80A, 

sekaligus diyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang ini. ntah Pengganti Undang-Undang ini. Secara substansi 

Pasal 61 dan 62 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang 
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Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme 

pembubaran Ormas, ditinjau dari UUD 1945 adalah inkonstitutional. Pasal 

tersebut memunkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan 

hukum ormas tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan 

due process of law dalam pembubaran Ormas mengarahkan pemerintah 

kepada Pemerintahan yang dictator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 

ayat 3 UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 

Dimana salah satu ciri Negara hukum adalah adanya ciri pembatasan 

kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. 

2. Faktor faktor yang mempengaruhi mekanisme pembubaran Hizbut 

Tahrir (HTI) yaitu : (a) Kegiatan Hizbut Tahrir Bertentangan dengan 

Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Aktivitas HTI 

yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang 

berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban 

ini. HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang 

menyebutkan ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian 

tujuan negara, (b) Masyarakat adalah suatu pilar bagi negara, 

masyarakat pula adalah element-element yang terbentuk dari 

peradaban dan kebudayaan-kebudayaan lokal yang membentuk 

eksistensinya. aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan 

benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan 

ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. (c) 



109 

 

Politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mekanisme pembubaran 

Hizbut Tahrir, pemerintah mengganggap ormas-ormas berbasis islam 

telah melakukan pelanggaran hukum sehingga dengan jelas pemerintah 

anti terhadap islam. (d) Kegentingan yang memaksa, Pemerintah 

mengganggap bahwa Hizbut Tahri dengan ideologi dan pemahaman 

islamnya dapat merusak tatanan negara, sehingga pada intinya 

menyatakan Perppu didasarkan pada adanya kebutuhan yang mendesak 

untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan 

Undang-Undang. 

B. Saran 

Melihat dari kenyataan yang terjadi masyarakat mengenai perbedaan 

persepsi dalam menyikapinya , penulis menyarankan : 

1. Agar pembekuan dan pembubaran ormas sesuai dengan prinsip Negara 

hukum dan demokrasi, serta tetap terjaminnya kebebasan berserikat di 

Indonesia, maka Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan 

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 harus dilakukan beberapa perubahan materi 

yang terdapat dalam Perppu tersebut. Mekanisme pembubaran tersebut 

Perppu tersebut harus tetap memuat due process of law untuk menghindari 

adanya kesewenang-wenangan Pemerintah. Kewenangan dalam 

Pembubaran Ormas dapat diberikan kepada Mahkamah Agung maupun 

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi (the 

interpreter and the guardian of constitution), Mahkamah Konstitusi dapat 

memberikan keputusan terhadap penyimpangan terhadap hak kebebasan 
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berserikat yang diatur dalam UUD 1945. Untuk mengatasi masalah 

inefisiensi karena lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembubaran 

sebuah Ormas. Pemerintah dapat mempersingkat tahapan pembubaran 

Ormas seperti memberikan batasan waktu kepada Lembaga Peradilan 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembubaran Ormas. 

Apabila dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 proses di MA tidak memiliki 

batasan, sehingga menyebabkan perkara pembubaran Ormas bisa berlarut-

larut dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Dalam Perppu dapat 

diberikan waktu kepada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konsitusi 

dalam memeriksa perkara seperti 45 hari sehigga ada kepastian dariperkara 

tersebut. 


